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ABSTRAK 
YULIANUS BURALLO (B11107756) (Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku 
Tindak Pidana Kehutanan (Studi Kasus Putusan No. 1083/Pid.B/2008/ PN 
Makassar) dibimbing oleh Said Karim, selaku pembimbing I dan Dara Indrawati, 
selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan 
Hukum Pidana Materil oleh Hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Kehutanan 
dalam Putusan No.1083/Pid.B/2008/PN MKS serta untuk mengetahui dan 
menganalisis  pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku 
Tindak Pidana dalam Putusan No. 1083/Pid.B/2008/PN MKS.  
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Makassar. dan 
Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan Kementerian 
Kehutanan dengan metode wawancara dan menelaah sejumlah literatur yang 
berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan atau wujud 
pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Kehutanan dalam Putusan No. 
1083/Pid.B/2008/PN MKS sudah sesuai dengan hukum materil yaitu Pasal 50 
ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 
tentang Kehutanan, karena terbukti memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh 
Jaksa Penuntut Umum. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
sanksi pidana bagi pelaku Tindak Pidana Kehutanan dalam Putusan No. 
1083/Pid.B/2008/PN MKS sudah tepat karena dasar-dasar yang menyebabkan 
diperberat dan diperingannya pidana, baik secara yuridis maupun sosiologis serta 
psikologis  sudah terpenuhi, dan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf 
sebagai alasan untuk peniadaan pidana sehingga terdakwa patut dijatuhi pidana. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Sumber daya hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Mahakuasa, 
memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di 
jagad raya ini. Sebab di dalam hutan hidup tumbuhan liar dan binatang liar baik 
besar, kecil, maupun yang tidak dapat dilihat dengan kasat  mata. Sumber daya 
hutan merupakan suatu kekayaan dapat menjadi sumber pendapatan Negara dan 
masyarakat  perlu dikelola dengan bijak dengan memperhatikan aspek 
keseimbangan lingkungan hidup sehingga fungsi hutan dan kelestarian hutan tetap 
terpelihara.  
Hutan sebagai salah satu sumber daya alam oleh para pendiri Negara 
Republik Indonesia sejak awal telah ditegaskan pengaturan pengelolaannya, 
sebagaimana yang tercantum dalam dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar Negara Tahun 1945, Menyatakan: Bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) 
UUD Tahun 1945, ini memberikan inspirasi bagi semua peraturan perundang-
undangan dalam rangka pembangunan nasional, yang berkaitan dengan 
kepentingan perekonomian.  
Salah satu  bagian pembangunan nasional adalah  pembangunan  dibidang 
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 hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (law reform). 
Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan 
nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum 
perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga Hukum Pidana Formil 
maupun hukum materielnya, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 41 
tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 yang memuat ketentuan Pidana dan Pasal 
78 yang memuat sanksi Pidana merupakan peraturan organik yang dari Pasal 33 
ayat (3) UUD 1945. 
Dalam pengelolaan hutan masih dijumpai  praktek pengelolaan hutan dan 
hasil hutan yang hanya bermotif ekonomi, yaitu untuk memperoleh keuntungan 
yang sebesar-besarnya dengan mengabaikan kaidah hukum, secara khusus yang  
telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 78 ayat (1), ayat 
(2), ayat (3), ayat (4), (5), ayat (6), ayat(7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), 
ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (15) Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan, perbuatan tersebut  merupakan suatu tindak pidana 
Kehutanan. 
Tindak pidana kehutanan saat ini telah menimbulkan masalah 
multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan 
lingkungan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari dari fungsi hutan yang 
pada hakekatnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), 
fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial . Maka kita akan selalu dihadapkan 
pada realita yang ada. Yaitu terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh orang-
perorang hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas 
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masyarakat, dari masyarakat kalangan bawah hingga kalangan atas bahkan sampai 
melibatkan oknum pejabat, baik yang terorganisasi maupun yang tidak 
terorganisasi. 
Perkembangan kejahatan kehutanan telah sampai pada tingkat yang 
mengkhawatirkan kehidupan masyarakat. Betapa tidak, akibat rusaknya hutan 
disekitar hulu sungai, dan daerah aliran sungai telah mengakibatkan kurangnya 
daya resapan air ke dalam tanah. Hal ini  mengakibatkan aliran air permukaan 
cukup tinggi sehingga sungai tidak mampu menampung air pada musim hujan, 
sehingga terjadi banjir bandang, yang mengakibatkan rusaknya jalan, jembatan, 
gagal panen bagi petani akibat tanamannya terkena banjir serta terkadang meluap 
sampai ke pemukiman penduduk yang mengakibatkan korban jiwa, dan harta 
benda. 
Kerugian lain atas tindakan penguasaan hutan dan hasil hutan secara 
illegal adalah hilangnya kekayaan Negara berupa hasil hutan kayu dan pendapatan 
Negara atas pungutan hasil hutan yaitu pungutan Provisi Sumber Daya Hutan 
(PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). 
Tindak pidana kehutanan berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan, memberikan sanksi pidana cukup berat, yaitu 
dapat dikenakan hukuman Penjara dan juga dikenakan pidana denda. Namun 
dalam kenyataannya, jumlah pelaku tindak pidana ini justru semakin meningkat. 
Di samping itu, tidak kalah penting ialah peran serta masyarakat sesuai 
tuntutan undang-undang, yakni melakukan upaya pencegahan terjadinya 
perusakan hutan dan mencegah terjadinya penguasaan hutan dan hasil hutan 
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secara tidak sah dengan kewajiban melaporkan bila mengetahui terjadi kegiatan 
yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan atau adanya penguasaan hutan dan 
hasil hutan secara tidak sah. Tuntutan sikap penegak hukum adalah wajib 
memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi saksi yang telah 
melaporkan penguasaan hutan dan hasil hutan secara tidak sah dengan kewajiban 
melaporkan bila mengetahui terjadi kegiatan yang dapat mengakibatkan 
kerusakan hutan atau adanya penguasaan hutan dan hasil hutan secara tidak sah 
tersebut. Melihat bahwa bahaya tindak pidana kehutanan  yang semakin 
mengkhawatirkan dan menimbulkan dampak yang sangat merugikan 
penanganannya belum maksimal, maka pemerintah mengeluarkan peraturan  
berupa instruksi Presiden nomor 5 tahun 2005 tentang pemberantasan illegal 
loging beserta peredarannya yang ditujukan kepada instansi yang berwenang 
sebagai pedoman dalam proses hukum tindak pidana kehutanan, khususnya 
menyangkut pembalakan liar. 
Tindak pidana kehutanan sebagai salah satu tindak pidana yang bermotif 
ekonomi, pelakunya adalah  orang, korporasi, kelompok masyarakat baik yang 
teroganisir maupun yang tidak teroganisir yang bertujuan memperoleh 
keuntungan dengan penghindaran terhadap kewajiban berupa pengurusan ijin,  
membayar pungutan kepada negara atas pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil 
hutan. Untuk menghindari kewajibannya membayar pungutan atas hasil hutan 
terhadap negara dan untuk menyamarkan asal usul hasil hutan dalam prakteknya 
pelaku tindak pidana kehutanan menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan  
yang tidak sah.  
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Berdasarkan urain tersebut di atas, dan dalam  pertimbangan-pertimbangan 
 hakim yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan. Penjatuhan sanksi pidana ataupun pemidanaan terhadap pelaku 
kejahatan tindak pidana kehutanan bukan semata-mata sebagai pembalasan 
dendam. Yang paling penting adalah penyelamatan kekayaan Negara dan 
pengembalian kekayaan  negara serta pemberian bimbingan dan pengayoman. 
Pengayoman tersebut sekaligus pada masyarakat dan kepada terpidana itu sendiri 
agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Oleh karena 
itu penulis tertarik menulis skripsi ini dengan judul TINJAUAN YURIDIS 
PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KEHUTANAN (Studi Kasus 
Putusan Nomor : 1083/Pid.B/2008/PN.MKS). 
 
B. Rumusan Masalah 
Adapun Rumusan Masalah dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum Pidana Materil oleh hakim terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Kehutanan dalam Putusan Nomor: 1083 / Pid.B/ 
2008 / PN.MKS ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana 
bagi pelaku Tindak Pidana Kehutanan dalam Putusan Nomor: 
1083/Pid.B/ 2008/PN MKS ?  
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Hukum Pidana Materil 
oleh Hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Kehutanan dalam Putusan 
Nomor : 1083 / Pid.B / 2008 / PN.MKS.  
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hukum Hakim 
dalam menjatuhkan pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Kehutanan 
dalam Putusan Nomor: 1083/Pid.B/2008/PN. Makassar. 
D. Kegunaan  Penelitian 
1. Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian ini secara teoritis berguna untuk memberikan 
informasi dan sumbangan pengetahuan demi perkembangan ilmu hukum 
pada umumnya, serta perkembangan hukum pidana mengenai Tinjauan 
Yuridis tentang Tindak Pidana Kehutanan.  
2. Kegunaan Praktis. 
Penelitian ini diharapkan bermanfaat demi kepentingan penegakan 
hukum,  untuk dapat dijadikan referensi bagi Penegak Hukum dan 
masyarakat dalam cara berfikir dan bertindak yang efektif dalam rangka 
memberantas peredaran hasil hutan secara illegal demi mewujudkan 
ketertiban hukum dan ketertiban sosial . 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A.  Beberapa Pengertian Pokok 
1. Tinjauan Yuridis 
 Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Menjadi Undang-Undang, Perbuatan yang dikualifikasi Tindak pidana diatur 
dalam; Ketentuan Pasal 50 ayat: 
“(1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana hutan ayat (2)  
Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha 
pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan 
bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, 
dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.”  
 
Pasal 50 ayat (1)  
Unsur-unsurnya; 
Subjek Setiap orang, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum 
baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha(penjelasan Pasal 
50 ayat (1) ). Yang termasuk badan hukum dan atau badan usaha, antara 
lain perseroan terbatas, perseroan komanditer (comanditer venootschaap), 
firma, koperasi, dan sejenisnya. 
Objek merusak prasarana dan sarana hutan,  Prasarana perlindungan hutan 
misalnya pagar-pagar batas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas, 
dan jalan pemeriksaan, sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam 
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kebakaran, tanda larangan, dan alat angkut(penjelasan Pasal 50 ayat 
(1).menurut Pietrus Waine dkk(Pietrus Waine dan Sukardi, 2007:10): 
 
“Merusak dapat diartikan sesuatu perbuatan yang menyebakan terjadinya 
perubahan pada fisik suatu barang, tidak menyebabkan kehancuran secara 
keseluruhan akan tetapi hanya menyebabkan tidak sempurnanya barang 
tersebut” 
 
Psasal 50 ayat (2) 
 
Unsur-unsurnya; 
Subyek setiap orang,  yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum 
baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Yang termasuk 
badan hukum dan atau badan usaha, antara lain perseroan terbatas, 
perseroan komanditer (comanditer venootschaap), firma, koperasi, dan 
sejenisnya 
Obyek diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan 
jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, 
serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dilarang 
melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. 
 Dalam pasal 50 ayat : 
“(3) dinyatakan “Setiap orang dilarang: 
  
 Unsur-unsurnya: 
Subjek Setiap orang, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum  
baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Yang termasuk 
badan hukum dan atau badan usaha, antara lain perseroan terbatas, 
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perseroan komanditer (comanditer venootschaap), firma, koperasi, dan 
sejenisnya    
 Objek : 
a. Dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki kawasan hutan 
secara tidak sah, yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan 
adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat  izin dari 
pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk 
pertanian, atau untuk usaha lainnya. Yang dimaksud dengan 
menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan 
tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk 
wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan 
yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Yang dimaksud dengan 
menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa 
mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk 
membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya. 
b.  Dilarang merambah kawasan hutan, yang dimaksud dengan merambah 
adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari 
pejabat yang berwenang. 
c.  Dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan Radius 
atau jarak 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 200 (dua 
ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 
100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 (lima puluh) meter 
dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 (dua) kali kedalaman jurang dari 
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tepi jurang; 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan 
pasang terendah dari tepi pantai 
d.  dilarang membakar hutan 
e. dilarang menebang pohon, memanen, memungut hasil hutan di dalam  
hutan Tanpa memiliki atau izin dari dari pejabat berwenang. Yang 
dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau 
daerah yang diberi  wewenang oleh undang-undang untuk memberikan 
izin. 
f. Dilarang menerima,membeli, menjual, menerima tukar, 
menerima titipan, menyimpan, memiliki hasil hutan. Diketahui atau 
patut diduga berasal dari kawasan hutan yang dipungut secara tidak 
sah. 
g. Dilarang Melakukan kegiatan penyeledikan umum, eksplorasi, 
eksploitasi bahan tambang. Didalam kawasan hutan tanpa ijin meneteri   
h. dilarang mengangkut,menguasai hasil hutan tidak dilengkapi bersama-
sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dimaksud 
dengan "dilengkapi bersama-sama" adalah bahwa pada setiap 
pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan 
tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah 
sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya 
hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, 
jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan 
tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti. 
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i. Dilarang menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan Tidak 
ditunjuk secara khusus unuk maksud tersebut oleh pejabat yang 
berwenang; 
j. Dilarang membawa alat berat dan atau alat-alat lainnya, patut diduga 
akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam hutan Tanpa 
izin pejabat yan berwenang 
k. Dilarang membuang benda-benda ke dalam kawasan hutan yang dapat 
menyebabkan kebakaran dan kerusakan hutan serta membahayakan 
keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan; 
l. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan 
satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari 
kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. 
 
Pasal 78 ayat: 
“(1).Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud  dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).” 
 
Unsur-unsur: 
 Subjek: Barang siapa  
 Objek:  
Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).  
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Sengaja artinya perbuatan yang dilakukan benar-benar diinsafi atau 
disadari oleh pelaku bahwa perbuatan itu akan berakibat pada suatu kondisi 
tertentu yang juga sudah diketahui oleh pelaku. Jadi perbuatan itu memang 
diinginkan atau menjadi maksud dalam niat pelaku, serta akibatnya diinginkan 
setelah perbuatan tersebut, menurut Pietrus Waine dkk. (Pietrus Waine dan 
Sukardi,2007:10): 
“unsur dengan sengaja dalam suatu perbuatan pidana maksudnya adalah 
bahwa perbuatan yang dilakukan benar-benar diinsafi atau disadari oleh 
pelaku bahwa perbuatan itu akan berakibat pada kondisi tertentu yang juga 
sudah diketahui oleh pelaku Jadi perbuatan itu memang diinginkan  atau 
menjadi maksud dalam niat pelaku, serta akibatnya diinginkan setelah 
dilakukan perbuatan tersebut” 
  
(2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, 
diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 
 
Unsur-unsur: 
 Objek: dengan Sengaja melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud  
dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Sengaja 
artinya perbuatan yang dilakukan benar-benar diinsafi atau disadari 
oleh pelaku bahwa perbuatan itu akan berakibat pada suatu kondisi 
tertentu yang juga sudah diketahui oleh pelaku. Jadi perbuatan itu 
memang diinginkan atau menjadi maksud dalam niat pelaku, serta 
akibatnya diinginkan setelah perbuatan tersebut 
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(3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 
5.000.000.000,00  (lima milyar rupiah). 
 
 Unsur-unsur:  
Objek : dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 
5.000.000.000,00  (lima milyar rupiah). Sengaja artinya perbuatan 
yang dilakukan benar-benar diinsafi atau disadari oleh pelaku 
bahwa perbuatan itu akan berakibat pada suatu kondisi tertentu 
yang juga sudah diketahui oleh pelaku. Jadi perbuatan itu 
memang diinginkan atau menjadi maksud dalam niat pelaku, serta 
akibatnya diinginkan setelah perbuatan tersebut 
(4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 
1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). 
 
Unsur-unsur:  
Objek: Karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.  
1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). 
(5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 
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Unsur-unsurnya:  
Objek: dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Sengaja artinya 
perbuatan yang dilakukan benar-benar diinsafi atau disadari oleh 
pelaku bahwa perbuatan itu akan berakibat pada suatu kondisi 
tertentu yang juga sudah diketahui oleh pelaku. Jadi perbuatan itu 
memang diinginkan atau menjadi maksud dalam niat pelaku, serta 
akibatnya diinginkan setelah perbuatan tersebut 
(6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana  
imaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, 
diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 
 
 Unsur-unsur: 
Objek: Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana  imaksud dalam 
Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Sengaja artinya 
perbuatan yang dilakukan benar-benar diinsafi atau disadari oleh 
pelaku bahwa perbuatan itu akan berakibat pada suatu kondisi 
tertentu yang juga sudah diketahui oleh pelaku. Jadi perbuatan itu 
memang diinginkan atau menjadi maksud dalam niat pelaku, serta 
akibatnya diinginkan setelah perbuatan tersebut; 
15 
(7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). 
 
Unsur-unsur:  
Objek: dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud 
dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Sengaja artinya 
perbuatan yang dilakukan benar-benar diinsafi atau disadari oleh 
pelaku bahwa perbuatan itu akan berakibat pada suatu kondisi 
tertentu yang juga sudah diketahui oleh pelaku. Jadi perbuatan itu 
memang diinginkan atau menjadi maksud dalam niat pelaku, serta 
akibatnya diinginkan setelah perbuatan tersebut. 
(8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah). 
 
Unsur-unsur:  
 Objek: melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat    
(3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah). 
(9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana 
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penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 
Unsur-unsur:  
Objek: Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud 
dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Sengaja artinya perbuatan 
yang dilakukan benar-benar diinsafi atau disadari oleh pelaku 
bahwa perbuatan itu akan berakibat pada suatu kondisi tertentu 
yang juga sudah diketahui oleh pelaku. Jadi perbuatan itu memang 
diinginkan atau menjadi maksud dalam niat pelaku, serta akibatnya 
diinginkan setelah perbuatan tersebut 
(10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana    
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  
 
Unsur-unsur:  
Objek: dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud 
dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Sengaja artinya perbuatan 
yang dilakukan benar-benar diinsafi atau disadari oleh pelaku 
bahwa perbuatan itu akan berakibat pada suatu kondisi tertentu 
yang juga sudah diketahui oleh pelaku. Jadi perbuatan itu memang 
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diinginkan atau menjadi maksud dalam niat pelaku, serta akibatnya 
diinginkan setelah perbuatan tersebut. 
(11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  
 
 Objek: dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam    
Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 
(satu milyar rupiah). Sengaja artinya perbuatan yang dilakukan 
benar-benar diinsafi atau disadari oleh pelaku bahwa perbuatan itu 
akan berakibat pada suatu kondisi tertentu yang juga sudah 
diketahui oleh pelaku. Jadi perbuatan itu memang diinginkan atau 
menjadi maksud dalam niat pelaku, serta akibatnya diinginkan 
setelah perbuatan tersebut. 
(12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
 
Objek: dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah). Sengaja artinya perbuatan yang dilakukan 
benar-benar diinsafi atau disadari oleh pelaku bahwa perbuatan itu 
akan berakibat pada suatu kondisi tertentu yang juga sudah 
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diketahui oleh pelaku. Jadi perbuatan itu memang diinginkan atau 
menjadi maksud dalam niat pelaku, serta akibatnya diinginkan 
setelah perbuatan tersebut. 
(13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat 
(11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran. 
 
(14)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat 
(2),  dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan 
hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan 
terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama, 
dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing 
ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. 
 
(15)  Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-
alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 
ini dirampas untuk Negara. 
 
2. Tindak Pidana. 
Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik“. 
Menurut beliau, kata “tindak“ lebih sempit cakupannya dari pada “perbuatan“. 
Kata “tindak“ tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi 
hanya menyatakan keadaan yang konkret sedangkan menurut Erdianto Effendi 
(Erdianto Efendi,2011:139-140) “suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak 
pidana apabila ia mengandung sanksi berupa pidana. Tanpa adanya sanksi, maka 
suatu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa”. 
Kata Delik berasal dari bahasa Latin, yaitu Delictum. Dalam bahasa 
Jerman disebut Delict, dalam bahasa Prancis disebut Delit, dan dalam bahasa 
Belanda disebut Delict. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi 
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batasan sebagai berikut, yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang  tindak pidana. 
Menurut van der Hoeven (Teguh Prasetyo, 2010:45), rumusan tersebut 
tidak tepat karena yang dapat dihukum bukan perbuatannya melainkan 
manusianya. 
Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana“ karena yang ditinjau adalah 
peristiwa (feit) dari sudut hukum pidana. Adapun Tirtaamidjaja menggunakan 
istilah  “pelanggaran pidana“ untuk kata “delik”. 
Para pakar Hukum Pidana menyetujui istilah strafbaar feit dan memberi 
definisi sebagai berikut : 
a. Vos, mengatakan bahwa delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum 
berdasarkan undang-undang. 
b. Van Hamel, mengatakan bahwa delik adalah suatu serangan atau ancaman 
terhadap hak-hak orang lain. 
c. Prof. Simons, mengatakan bahwa delik adalah suatu tindakan melanggar 
hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh 
seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan 
oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat 
dihukum. 
 
3. Unsur-unsur Tindak Pidana 
a. Unsur subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas 
hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (An 
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act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non fac it 
reum nisi means sit rea). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang 
diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or 
schuld).  
Utrech menulis ”menurut Crimineel Wetboek Nederland 1809 (pasal 11) 
opzet (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau 
tidak berbuat seuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-
undang”(Zainal Abidin 2010:266). Pada umumnya “kesengajaan” terdiri atas 3 
bentuk, yaitu : 
a) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 
b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet alszekerheid 
sbewustzijn); 
c) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus 
evantualis). 
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. 
Kealpaan terdiri atas 2 bentuk, yaitu : 
a) Tidak berhati-hati 
b) Dapat menduga akibat perbuatan itu 
 
b. Unsur Objektif 
Unsur objektif  merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas : 
1. Perbuatan manusia, berupa: 
a) Act, yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif; 
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b) Omission, yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu 
perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
2. Akibat (result) perbuatan manusia 
 Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan 
kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya 
nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya. 
3. Keadaan-keadaan (circum stances) 
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain: 
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan. 
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
 Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan 
si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila 
perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yaitu berkenaan dengan 
larangan atau perintah. 
 
4. Pemidanaan 
Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah (1993:1). adalah suatu 
pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang 
sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu  
pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. 
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Bambang Waluyo (2010:9) menegaskan:  
“Pemidanaan dalam sistim hukum kita yang menganut asas  praduga tak 
bersalah (presumption of ennocence). Pidana sebagai reaksi atas delik 
yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis Hakim melalui sidang 
peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak 
terbukti bersalah maka terdakwa harus dibebaskan”   
 
Secara singkat, “sistem pemidanaan” dapat diartikan sebagai “sistem 
pemberian atau penjatuhan pidana”. Friedman  (Siswanto Sunarso, 2001:8-10). 
menggambarkan bahwa : 
“sebuah sistem hukum pertama, mempunyai struktur. Aspek kedua, 
substansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada 
di dalam sistem itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah 
semua produk, semua keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan 
oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek ketiga, budaya 
hukum, meliputi : kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. 
Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin. Substansi adalah 
apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah 
apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan 
mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.”  
 
         
Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem  pemidanaan)   itu dapat 
dilihat dari 2 (dua) sudut : 
1. Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/prosesnya), sistem 
pemidanaan dapat diartikan sebagai : 
a) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk 
fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana; 
b) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur 
bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara 
konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. 
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2. Dari sudut norma-subtantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana 
subtantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai : 
a) Keseluruhan sistem aturan / norma hukum pidana materil untuk 
Pemidanaan, atau; 
b) Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materil untuk 
pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana; 
Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-
undangan (“statutory rules”) yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang 
khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem 
pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (“general rules”) dan “aturan 
khusus” (“special rules”). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan 
aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam Undang-
undang Khusus di luar KUHP. Bentuk pidana menurut Bambang Waloyo 
(2010:10) 
“Adapun mengenai  bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya  mengacu 
pada KUHP. Namun untuk hukum pidana khusus ternyata ada perluasan 
atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan di luar yang 
termaktub dalam KUHP.” 
 
Secara umum dalam KUHP pasal 10 berbunyi : 
Pidana terdiri atas : 
a. Pidana pokok : 
1. Pidana penjara 
2. Pidana kurungan 
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3. Pidana denda 
4. Pidana tutupan (terjemahan BPHN) 
b. Pidana tambahan : 
1. Pencabutan hak-hak tertentu 
2. Perampasan barang-barang tertentu 
3. Pengumuman putusan hakim 
Walaupun suatu hukuman dapat dibedakan dengan suatu pidana, namun 
keduanya mempunyai sifat yang sama, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai 
(value) dalam masyarakat, mengenai baik dan tidak baik, bersusila dan tidak 
bersusila, diperbolehkan dan dilarang dan seterusnya. 
Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan 
(“purposive system”) dan pidana hanya alat/sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan 
pidana merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem 
pemidanaan (sistem hukum pidana) disamping sub-sistem lainnya, yaitu sub-
sistem “tindak pidana”, “pertanggung-jawaban pidana (kesalahan)”, dan “pidana”. 
Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi 
pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, 
rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan. Dilihat secara 
fungsional/operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses 
melalui tahap “formulasi” (kebijakan legislatif), tahap “aplikasi” (kebijakan 
judisial/judikatif), dan tahap “eksekusi” (kebijakan administratif/eksekutif). Oleh 
karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai 
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satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan dan pedoman 
pemidanaan. 
Friedman (Siswanto Sunarso, 2001:11-18) selanjutnya menguraikan 
tentang fungsi sistem hukum, yakni : 
1. Fungsi kontrol sosial (social control). Menurut Donald Black bahwa 
semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah. 
2. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (dispute settlement) dan 
konflik (conflict). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk 
penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala 
kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat 
makro dinamakan konflik. 
3. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (redistributive function 
or social engineering function). Fungsi ini mengarah pada 
penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang 
berencana yang ditentukan oleh pemerintah. 
4. Fungsi pemeliharaan sosial (social maintenance function). Fungsi ini 
berguna untuk menegakkan struktur hukum, agar tetap berjalan sesuai 
dengan aturan mainnya (rule of the game). 
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan 
hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan 
yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah 
laku manusia sesuai dengan bingkai (frame-work) yang telah ditetapkan oleh 
suatu undang-undang atau hukum. Pengertian sistem penegakan hukum menurut 
Soerjono Soekanto (Siswanto Sunarso, 1983:13) adalah : 
“kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam 
kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan 
mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap 
akhir, untuk menciptakan (sebagai social engineering), memelihara dan 
mempertahankan (sebagai social control) kedamaian pergaulan hidup.” 
 
Adapun berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan, namun 
yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam golongan besar, yaitu : 
26 
1. Teori Absolut 
Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar 
dan penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. 
Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat 
dibenarkan, karena penjahat telah membuat penderitaan pada orang 
lain. 
Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi 
pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat ditimbulkan 
dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan baik 
pidana tidak dimaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. 
Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua 
arah, yaitu : 
a. Ditujukan pada penjatuhannya (sudut subjektif dari pembalasan) 
b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam 
dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan) 
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan 
Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa 
pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 
masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk 
memberi tekanan atau pengaruh kejiwaan bagi setiap orang untuk takut 
melakukan kejahatan. Ancaman pidana menimbulkan suatu kontra 
motif yang menahan setiap orang untuk melakukan. 
3. Teori Gabungan 
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Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan 
pertahanan tata tertib masyarakat dengan kata lain dua alasan ini 
menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat 
dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut : 
a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui dari apa yang perlu dan 
cukup untuknya dan dapat dipertahankannya dalam tata tertib 
masyarakat. 
b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata   
tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak 
boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh 
terpidana. 
 
5. Tindak Pidana Kehutanan 
Tindak pidana kehutanan khususnya yang berkaitan dengan penebangan  
kayu dan peredaran secara tidak sah atau yang lebih sering disebut dengan illegal 
loging dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tidak 
memberikan kualifikasi yang limitatip, pengertian secara yuridis tentang Tindak 
Pidana Kehutanan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor : P.4/Menhut-II/2010 Tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana 
Kehutanan pasal 1 angka 1, memberikan pengertian Tindak Pidana Kehutanan 
yang selanjutnya disebut Tipihut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam 
pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-
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Undang dibidang Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekositemnya.  
Pengertian Illegal loging oleh beberapa penulis diartikan  sebagai  berikut: 
menurut Sukardi, illegal loging  menurut  bahasa  adalah  menebang  kayu 
kemudian membawa ke tempat gergajian secara melawan hukum, (Supriadi 
2010:298). Hasil pertemuan yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya 
Masyarakat(LSM) Indonesia Telapak  Tahun 2002. Pengertian lain tentang Ilegal 
loging adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan merusak, 
(Supriadi 2010:298). Forrest Wach Indonesia(FWI) dan Global Forrest Wach 
menggunakan (Supriadi 2010:299).:  
“pembalakan illegal yang merupakan istilah dari penebangan liar (illegal 
logging), yang menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan 
yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu 
yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia”  
 
Bertitik tolak dari pengertian tersebut di atas Rahmawati Hidayati dkk. 
Memberikan pengertian Illegal logging berdasarkan terminologi bahasa yang 
berasal dari dua suku kata, yaitu illegal berarti praktik tidak sah dan logging 
berarti pembalakan atau pemanenan kayu, dengan demikian illegal logging berarti 
kegiatan pemanenan  kayu yang tidak sah. Dari  aspek  simplikasi  semantic 
illegal logging sering  diartikan penebangan  liar sedangkan dari aspek integrative 
diartikan  sebagai  praktik  pemanenan  kayu  beserta  prosesnya  secara  tidak sah 
 karena tidak prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan(Supriadi, 2010:299). 
Prasetyo mengungkapkan: 
“ada 7 dimensi dari kegiatan illegal logging yaitu(1) Perizinan, apabila 
kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izin atau izinnya telah 
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kadaluarsa, (2) praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik 
logging yang sesuai peraturan, (3) lokasi apabila dilakukan di luar izin, 
menebang di kawasan konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat 
ditunjukkan, (4) produksi kayu, apabila kayunya sembarang jenis 
(dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas kayu, tidak ada 
tanda pengenal perusahaan, (5) dokumen, apabila tidak ada dokumen 
sahnya kayu (6) melakukan perbuatan melanggar hukum bidang 
kehutanan, (7) penjualan apabila, pada saat penjualan tidak ada dokumen 
maupun ciri  fisik kayu atau diselundupkan”.   
 
Tindak pidana kehutanan merupakan tindak pidana khusus( lex specilalis )  
yang yang diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya, dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 
1999 Tentang Kehutanan, (Nurdjana dkk.2008:107). Ketentuan pidana yang diatur 
dalam Pasal 50 dan sanksi pidana dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah merupakan salah satu upaya perlindungan 
hutan dan mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Sanksi pidana yang berat 
terhadap setiap orang yang melanggar hukum dibidang kehutanan dimaksudkan 
untuk dapat memberikan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang kehutanan, dan 
menjadi peringatan kepada orang lain yang bergerak dalam bidang kehutanan 
supaya enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya 
berat, (Nurdjana,dkk. 2008:108-109). Lebih lanjut Nurdjana,dkk. Menulis: 
”Ada tiga jenis pidana yang diatur dalam dalam Pasal 78 Undang-undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu pidana penjara, pidana 
denda dan pidana perampasan benda yang digunakan melakukan 
perbuatan pidana. Ketiga jenis sanksi pidana ini dapat dijatuhkan kepada 
pelaku secara kumulatif” 
 
B. Tinjauan Umum Kehutanan 
1. Jenis Hutan 
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 Hutan dalam Pasal 9 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  
ditentukan empat jenis hutan, yaitu berdasarkan (1) statusnya, (2) fungsinya, 
(3)tujuan khusus, dan (4)pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air. 
Keempat jenis hutan dikemukakan berikut ini. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 
5 UU Nomor 41 Tahun 1999) yang dimaksud hutan berdasarkan statusnya adalah 
suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, 
badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan 
perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua 
macam, yaitu hutan Negara dan hutan hak.  Hutan hak adalah hutan yang berada 
pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 
1999). Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah tidak dibebani hak atas 
tanah. Yang termasuk dalam kualifikasi hutan Negara adalah hutan adat, hutan 
desa, dan hutan kemasyarakatan. Hutan adat adalah hutan Negara yang 
pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat (rechgeenschap). 
Hutan desa adalah hutan Negara yang dikelolah desa dan dimanfaatkan untuk 
kesejahteraan desa. Hutan kemasyarakatan adalah hutan Negara yang 
pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat (Salim 2008:44). Hutan 
berdasarkan fungsinya (Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 UU Nomor 41 Tahun 
1999). Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan 
pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu hutan 
konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. 
Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang 
mempunyai pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta 
31 
ekosistimnya. Hutan konservasi terdiri atas tiga macam yaitu kawasan hutan suaka 
alam, kawasan hutan pelestarian alam, kawasan pelstarian alam, dan taman buru. 
Kawasan hutan suaka alam adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang 
mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keaneka ragaman 
tumbuhan dan satwa serta ekosistimnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah 
sistim penyangga kehidupan. Kawasan hutan pelestarian alam adalah   hutan 
dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan system 
penyangga kehidupan pengawetan keaneka ragaman jenis tumbuhan dan satwa, 
serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistimnya. 
Taman buru adalah kawasan hutan ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. 
Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
sebagai pelindung system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, 
mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, 
dan memelihara kesuburan tanah.  
Hutan produksi adalah kawasan hutan mempunyai fungsi pokok 
memproduksi hasil hutan. Hutan tujuan khusus, yaitu penggunaan hutan untuk 
keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk 
kepentingan religi dan budaya setempat (Pasal 8 UU Nomor 41 Tahun1999), 
dengan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan (Salim 2008:44). Hutan 
berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di kota ditetapkan 
kawasan hutan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang 
berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air (Pasal 9 UU 
Nomor 41 Tahun 1999). 
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2. Hasil hutan. 
 Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata 
 bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial 
budaya, maupun ekonomi, karena di dalam hutan terdapat kekayaan alam. Pasal 1 
angka 13 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan  
Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang 
berasal dari hutan. Penguasaan hutan dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik 
Indonesia termasuk Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
Negara  untuk sebesar-besar kemakmuran  rakyat; ayat (2) Penguasaan hutan oleh 
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada 
pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan 
hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; menetapkan status wilayah tertentu sebagai 
kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan mengatur 
dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta 
mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. Dalam Penjelasan 
Pasal 4 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya"adalah semua benda hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
angka 13. Hasil hutan tersebut dapat berupa: hasil nabati beserta turunannya 
seperti kayu, bambu, rotan, rumput-rumputan, jamur-jamur, tanaman obat, getah-
getahan, dan lain-lain, serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan 
oleh tumbuh-tumbuhan di dalam hutan; hasil hewani beserta turunannya seperti 
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satwa liar dan hasil penangkarannya, satwa buru, satwa elok, dan lain-lain hewan, 
serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya; benda-benda non hayati yang 
secara ekologis merupakan satu kesatuan ekosistem dengan benda-benda hayati 
penyusun hutan, antara lain berupa sumber air, udara bersih, dan lain-lain yang 
tidak termasuk benda-benda tambang;jasa yang diperoleh dari hutan antara lain 
berupa jasa wisata, jasa keindahan dan keunikan, jasa perburuan, dan lain-
lain;hasil produksi yang langsung diperoleh dari hasil pengolahan bahan-bahan 
mentah yang berasal dari hutan, yang merupakan produksi primer antara lain 
berupa kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis, dan pulp. Benda-benda tambang 
yang berada di hutan juga dikuasai oleh negara, tetapi tidak diatur dalam undang-
undang ini, namun pemanfaatannya mengikuti peraturan yang berlaku dengan 
tetap memperhatikan undang-undang ini. Pengertian "dikuasai" bukan berarti 
"dimiliki", melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban-kewajiban 
dan wewenang wewenang dalam bidang hukum publik sebagaimana diatur dalam 
Pasal 4 ayat (2) undang-undang ini. 
 
3. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) 
 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 Pasal 1 angka 29  
Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen yang merupakan bukti 
legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil 
hutan. Selanjutnya dalam Pasal 119 dinyatakan bahwa setiap pengangkutan, 
penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara, wajib 
dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang merupakan surat keterangan 
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sahnya hasil hutan, yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan 
di dalam wilayah republik Indonesia. Setiap pengangkutan hasil hutan harus 
sesuai dengan fisik, jumlah, jenis, alat angkut dan, alamat tujuan yang tertulis 
dalam Surat Kerangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Surat Surat Angkut 
Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS) selanjutnya Supriadi menyatakan (Supriadi 
2010:338): 
“dilengkapi bersama, adalah pada setiap pengangkutan, penguasaan atau 
pemilikan hasil hutan secara fisik, harus disertai dan dilengkapi dengan 
surat-surat yang sah pada tempat dan waktu yang sama, sebagai bukti dan 
tidak boleh disusulkan kemudian (pada waktu dan tempat yang berbeda), 
surat yang sah dan fisik hasil hutan harus selalu melekat dalam proses 
pengangkutan, penguasaan, dan pemilikan. Pengendalian peredaran dan 
pemasaran hasil hutan dilakukan melalui piñata usahaan hasil hutan yang 
diatur dalam sebuah dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan 
(SKSHH) “.   
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian merupakan hal terpenting dari seluruh rangkaian kegiatan 
penulisan suatu karya ilmiah karena dengan penelitian akan terjawab semua objek 
permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah. Dalam penulisan ini, 
penulis memilih lokasi Penelitian dilaksanakan di tempat yang menjadi sumber 
data penulis, yang dilakukan di Makassar, khususnya di Pengadilan Negeri 
Makassar dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia pada Balai Besar 
Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Oleh karena penulis 
menganggap bahwa Kota Makassar merupakan tempat memperoleh data dan 
informasi secara terperinci yang paling banyak berperan serta dalam melakukan 
suatu proses penanganan mengenai pemidanaan perkara delik Kehutanan 
mengangkut, menguasai atau mememiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi 
bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan   ( SKSHH). 
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan beberapa teknik 
pengumpulan data yaitu sebagai berikut : 
1. Studi Pustaka 
Penelitian ini dilakukan dengan telaah pustaka, data-data dikumpulkan 
dengan membaca buku-buku, literatur-literatur, atau perundang-undangan  
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yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 
2. Studi Lapangan 
 Suatu cara atau sistem penelitian secara langsung dilakukan di lapangan 
terhadap objek yang akan diteliti. Studi lapangan ini dapat ditempuh dengan cara 
sebagai berikut : 
a) Dokumentasi 
Cara mendapatkan data yang sudah ada dan didokumentasikan pada 
instansi yang terkait. 
b) Wawancara 
Metode atau teknik dalam pengumpulan data dengan melakukan 
komunikasi langsung dengan objek yang diteliti dengan cara bertatap 
muka secara langsung. 
c) Observasi 
Dilakukan kunjungan dan pengamatan langsung pada lokasi penelitian. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Data Primer 
Data yang diperoleh langsung dari responden yang berasal dari 
pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten. 
2. Data Sekunder 
Data yang diperoleh berdasarkan studi dokumen yang dihimpun dari  
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aturan perundang-undangan, buku-buku, arsip atau data di Pengadilan 
Negeri Makassar serta bahan atau sumber lain yang menjadi faktor 
penunjang dalam penelitian ini. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Metode analisis deskriptif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari 
studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan 
kenyataan-kenyataan atau kenyataan objek penelitian yang didapat dari hasil 
penelitian di lapangan. 
Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu dengan 
melakukan penjabaran atas fakta-fakta yang ada sebagai hasil dari penelitian. 
Dalam pendekatan normatif ini, penelitian dilakukan terhadap norma-norma 
hukum yang memiliki permasalahan dengan yang akan diteliti. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Penerapan Hukum Pidana Materil oleh Hakim Terhadap Pelaku 
Tindak Pidana Kehutanan dalam Putusan No. 1083/ Pid.B/2008/ 
PN.MKS. 
 
Pemidanaan merupakan bagian penting dalam sistim hukum pidana  
karena lewat pemidanaan diharapkan dapat ditegaknnya kebenaran untuk 
mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat maupun pelaku tindak pidana sendiri, 
sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum 
dalam hal ini penegakan hukum di bidang kehutanan. Salah satu produk 
perundang-undangan yang mengatur tentang kehutanan adalah Undang-Undang 
nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang memuat ketentuan pidana dan 
sanksi pidana diharapkan akan menjadi salah satu alat untuk tegaknya hukum 
dalam menyelesaikan kasus kriminal, khususnya tindak pidana kehutanan. 
Meskipun demikian penegakan hukum dalam menyelesaikan kasus kriminal tidak 
menjamin suatu penyelesaian yang benar-benar tuntas sehingga perlu upaya lain 
dalam mengatasi sumber permasalahan kasus kriminal dibidang kehutanan.    
Oleh karena penyelesaian kasus kriminal tidak hanya semata hanya ditangani dari 
aspek yuridisnya saja, melainkan harus ditangani dari aspek teknis dan aspek 
kemanusian lewat pemberdayaan. 
Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada upaya 
pembuktian lewat pengungkapan alat bukti di persidangan berkenaan dengan 
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keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa dalam 
tindak pidana kehutanan keterangan ahli  terkait dengan barang bukti dan locus 
delicti (tempat kejadian perkara) sangat penting dalam proses pembuktian.  
a. Possisi Kasus 
Bahwa pada awalnya petugas kepolisian Polda Sulsel yang dipimpin oleh 
AKP. M. Ali dan beberapa anggota Polri yang terdiri dari Aiptu Irfansyah, 
Brigpol Nurchyana, Brigpol Syarif melakukan penyelidikan peredaran 
hasil hutan disekitar perairan dusun Awarange Desa Batupute Kecamatan 
Soppeng Riaja Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan dan 
menemukan tumpukan ulin di dalam laut sebanyak 587 (lima ratus delapan 
puluh tujuh) atau 20,8044 M³, selanjutnya petugas kepolisian memperoleh 
informasi bahwa kayu tersebut adalah milik Firdaus Beddu yang dibeli 
dari laki-laki Burhan sebanyak Rp.127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh 
juta rupiah)  rincian Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) 
permeter kubiknya di Pelabuhan Kabupaten Sangata/ Kutai Timur Propinsi 
Kalimantan Timur. 
Bahwa kayu tersebut baru selesai dibongkar dari atas kapal KLM Kurnia 
yang diangkut dari Kabupaten Sangata/ Kutai Timur Propinsi Kalimantan 
Timur, dan setelah dicocokkan atau disesuaikan dengan surat dokumen 
faktur Angkutan Kayu Olahan Nomor seri UD. SP. 1908.A 001282 dengan 
masa berlaku dari tanggal 14 Januari 2008 s/d 22 January 2008 dengan 
jumlah kayu yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah 873 (delapan 
ratus tujuh puluh tiga) batang sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan 
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dan pengukuran yang dilakukan oleh ahli dari Tim Pengukur dari BPSHP 
(Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi) wilayah XV Makassar 
yang ada hanya sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) batang. Jadi dalam 
hal ini Dokumen yang menyertai hasil hutan yang diangkut tidak sesuai 
dengan jumlah fisik kayu yang diangkut.   
b. Dakwaan Penuntut Umum 
Adapun dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana 
diuraikan dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM- 
185/MKS/Ep.2/07/2008, tertanggal 11 Agustus 2008 yang menjelaskan 
sebagai berikut : 
 Dakwaan : 
- Bahwa terdakwa  Firdaus Baddu, pada hari senin tanggal 21 Januari 
2008 sekitar jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu 
lain dalam bulan Januari 2008, bertempat di dusun Ujunge Desa 
Batupute Kecamatan Soppengriaja Kabupaten Barru, akan tetapi 
oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Sulsel dan dari 7 ( 
tujuh ) orang saksi 6 ( enam ) orang bertempat tinggal di Makassar, 
maka sesuai dengan pasal 84 ( 2 ) KUHAP maka yang berwenang 
mengadili perkara terdakwa adalah Pengadilan Negeri Makassar, 
telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak 
dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan sahnya Hasil 
Hutan   ( SKSHH), perbuatan tersebut dilakukan  terdakwa dengan 
cara sebagai berikut :  
- Bahwa pada awalnya petugas Kepolisian Polda Sulsel yang dipimpin 
oleh AKP. M.Ali dan beberapa anggota Polri yang terdiri dari Aiptu 
Irfansyah, Brigpol Nurcahyana, Brigpol Syaiful Syarif melakukan 
penyelidikan peredaran hasil hutan disekitar perairan Dusun 
Awarange Desa Batupute Kecamatan Soppeng riaja kabupaten Barru 
Propinsi Sulawesi Selatan, menemukan tumpukan kayu ulin didalam 
laut sebanyak 587 ( lima ratus delapan puluh tujuh) atau 20.8044 M 
3, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan 
memperoleh informasi bahwa kayu tersebut adalah milik terdakwa 
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yang dibeli dari lk.Burhan sebanyak Rp. 127.000.000,- ( seratus dua 
puluh tujuh juata rupiah ) dengan rincian Rp. 2.5000.000.,- ( dua juta 
lima ratus ribu rupiah ) perkubiknya di pelabuhan Kabupaten 
Sangata Kutai Timur Propinsi Kalmantan Timur,  
- Bahwa kayu tersebut baru selesai dibongkar / diturunkan dari atas 
KLM Kurnia yang diangkut dari Kabupaten Sangata / Kutai Timur 
Propinsi Kalimantan Timur dan setelah dicocokkan atau disesuaikan 
dengan dengan surat dokumen faktur Angkutan Kayu Olahan Nomor 
seri UD.SP.1908.A001282 dengan masa berlaku dari tanggal 14 
Januari 2008 s/d 22 Januari 2008 dengan jumlah kayu yang 
tercantum dalam dokumen tersebut adalah 873 ( delapan ratus tujuh 
puluh tiga ) batang sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan 
pengukuran yang dilakukan oleh ahli dari Tim Pengukur BPSPH ( 
Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi ) wilayah XV 
Makassar yang ada hanyalah sejumlah 250 ( dua ratus lima puluh ) 
batang. Jadi dalam hal ini dokumen yang menyertai hasil hutan ( 
kayu ) yang diangkut terdakwa tidak sama / tidak sesuai dengan 
jumlah fisik kayu yang diangkutnya, terdakwa mengakui pula bahwa 
kayu tersebut adalah miliknya. 
  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Huruf “ h ” 
jo Pasal 78 ayat ( 7 ) UURI No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan. 
Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi penasehat 
hukumnya yaitu Abdul Malik Karim, SH., MH. Arianto Badaruddin, SH., MH., 
Syamsurianah, SH. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 – 8 – 2008 No. 
124/ Pid/ 08/ KB; 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut 
Umum mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang terdiri dari: 
1.1 Saksi NURCAHYANA 
Didepan Persidangan dibawah Sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut : 
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- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada 
hubungan keluarga bahwa benar saksi pernah memberikan 
keterangan dikepolisian dan tetap pada keterangan tersebut; 
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Januari 2008 
sekitar jam 02.00 wita, saksi bersama Tim Resmob Polda 
Sulsel pada saat melakukan penyelidikan terhadap 
peredaran hasil hutan di Kabupaten Barru, melihat ada 
tumpukan kayu ulin milik terdakwa berada di Perairan/ 
Pinggir Pantai Dusun Awarangnge Desa Batu Pute 
Kecamatan Soppengriaja Kabupaten Barru Proipinsi 
Sulawesi Selatan: 
- Bahwa benar selanjutnya kayu tersebut pada saat dilakukan 
penghitungan saksi turut menyaksikan yang jumlahnya 
sebanyak 587 batang, namun ukuran secara rinci saksi tidak 
mengetahui; 
 
1.2 Saksi SYAIFUL SYARIF 
Didepan Persidangan dibawah Sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada 
hubungan keluarga; 
- Bahwa benar pernah melihat barang bukti kayu ulin 
berbentuk papan dan balok milik terdakwa yang berada di 
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perairan/ pinggir Pantai Dusun Awarange  Desa Batu Pute 
Kecamatan Soppengriaja Kabupaten Barru Propinsi 
Sulawesi Selatan; 
- Bahwa benar kayu tersebut dilakukan pemeriksaan dan 
penghitungan ulang oleh petugas BP2HP dan saksi 
mengetahui bahwa antara fisik kayu dan surat kayu tersebut 
terdapat perbedaan yaitu secara fisik jumlahnya sebanyak 
587 batang, sedangkan berdasarkan suratnya berupa FAKO 
sejumlah 837 batang/ keping; 
- Bahwa benar surat yang meyertai kayu milik terdakwa 
tersebut, berupa faktur kayu olahan Nomor Seri 
UD.SP.1908.A.001282 dengan masa berlaku 14 Januari 
sampai 22 Januari 2008 tercantum jumlah kayu sebanyak 
837 keping/batang, dan oleh karena antara surat/ dokumen 
kayu dengan fisik kayu milik terdakwa terdapat perbedaan 
maka kayu tersebut dianggap tidak mempunyai dokumen 
yang sah sehingga terdakwa diproses dengan melanggar 
aturan didalam Pasal 50 ayat(3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 
Tentang Kehutanan; 
- Bahwa benar kayu milik terdakwa telah dilelang dengan 
hasil pelelangan sebesar Rp. 32.336.278,92,-  sebagaimana 
yang telah dijadikan barang bukti di  persidangan; 
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- Bahwa benar kayu milik terdakwa tersebut berasal dari 
Kabupaten Kutai Timur; 
- Bahwa benar pada saat ditemukan kayu milik terdakwa 
tersebut kapal yang digunakan mengangkut kayu tersebut, 
sudah tidak ada lagi; 
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan 
dipersidangan;  
1.3 Saksi BENYAMIN, SH 
Didepan Persidangan dibawah Sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada 
hubungan keluarga; 
- Bahwa benar saksi pernah melihat barang bukti kayu ulin 
berbentuk papan dan balok milikterdakwa yang berada 
diperairan / pinggir Oantai Dusun Awarange Desa Batu 
Pute Kecamatan Kecamatan Soppengriaja Kabupaten Barru 
Propinsi Sulawesi Selatan; 
- Bahwa benar kayu tersebut dilakukan pemeriksaan dan 
penghitungan ulang oleh petugas BP2HP dan saksi 
mengetahui bahwa antara fisik kayu dan surat kayu terdapat 
perbedaan yaitu secara fisik jumlahnya sebanyak 587 
batang, sedangkan berdasarkan suratnya berupa Fako 
 sejumlah 837 batang/keping; 
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- Bahwa benar surat yang meyertai kayu milik terdakwa 
tersebut, berupa faktur kayu olahan Nomor Seri 
UD.SP.1908.A.001282 dengan masa berlaku 14 Januari 
sampai 22 Januari 2008 tercantum jumlah kayu sebanyak 
837 keping/batang, dan oleh karena antara surat/ dokumen 
kayu dengan fisik kayu milik terdakwa terdapat perbedaan 
maka kayu tersebut dianggap tidak mempunyai dokumen 
yang sah sehingga terdakwa diproses dengan melanggar 
aturan didalam Pasal 50 ayat(3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 
Tentang Kehutanan; 
- Bahwa benar kayu milik terdakwa telah dilelang dan hasil 
pelelangan kayu tersebut adalah sebesar Rp. 
32.336.278,92,- sebagaimana yang telah dijadikan barang 
bukti di persidangan; Bahwa benar kayu milik terdakwa 
tersebut berasal dari Kabupaten Kutai Timur; 
- Bahwa benar pada saat ditemukan kayu milik terdakwa 
tersebut kapal yang digunakan mengangkut kayu tersebut, 
sudah tidak ada lagi; 
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan 
dipersidangan;  
 
1.4 Saksi ARMAN, SH 
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Didepan Persidangan dibawah Sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada 
hubungan keluarga; Bahwa benar saksi pernah melihat 
barang bukti kayu ulin berbentuk papan dan balok milik 
terdakwa yang berada diperairan / pinggir pantai Dusun 
Awarange Desa Batu Pute Kecamatan Kecamatan 
Soppengriaja Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan; 
- Bahwa benar kayu tersebut dilakukan pemeriksaan dan 
penghitungan ulang oleh petugas BP2HP dan saksi 
mengetahui bahwa antara fisik kayu dan surat kayu terdapat 
perbedaan yaitu secara fisik jumlahnya sebanyak 587 
batang, sedangkan berdasarkan suratnya berupa Fako 
sejumlah 837 batang/keping; 
- Bahwa benar surat yang menyertai kayu milik terdakwa 
tersebut, berupa faktur kayu olahan Nomor Seri 
UD.SP.1908.A.001282 dengan masa berlaku 14 Januari 
sampai 22 Januari 2008 tercantum jumlah kayu sebanyak 
837 keping/batang, dan oleh karena anatara surat/ dokumen 
kayu dengan fisik kayu milik terdakwa terdapat perbedaan 
maka kayu tersebut dianggap tidak mempunyai dokumen 
yang sah sehingga terdakwa diproses dengan melanggar 
aturan didalam Pasal 50 ayat(3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) 
47 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 
Tentang Kehutanan; 
- Bahwa benar kayu milik terdakwa telah dilelang dan hasil 
pelelangan kayu tersebut adalah sebesar Rp. 
32.336.278,92,- sebagaimana yang telah dijadikan barang 
bukti di persidangan; Bahwa benar kayu milik terdakwa 
tersebut berasal dari Kabupaten Kutai Timur; 
- Bahwa benar pada saat ditemukan kayu milik terdakwa 
tersebut kapal yang digunakan mengangkut kayu tersebut, 
sudah tidak ada lagi; 
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan 
dipersidangan; 
1.5 Saksi FRANGKIE GL 
Didepan Persidangan dibawah Sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak 
ada hubungan keluarga; 
- Bahwa benar pernah diperiksa sebagai Ahli oleh pihak 
Kepolisian dan membenarkan keterangan tersebut; 
- Bahwa saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor 
Kehutanan sejak 1987 sampai sekarang; 
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor: P-55/MENHUT-II/2006 
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Tanggal 29 Agustus 2006 tentang Penata Usahaan Hasil 
Hutan yang berasal dari hutan Negara dijelaskan bahwa 
dokumen legalitas yang digunakan dalam pengangkutan 
hasil hutan terdiri dari:  
- Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB); 
- Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB); 
- Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO); 
- Bahwa benar kayu olahan dapat dikatakan Sah apabila kayu 
tersebut dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan 
sahnya hasil hutan dalam hal ini yang dimaksud adalah 
Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO); 
- Bahwa benar saksi pernah melihat FAKO dengan nomor 
seri UD.SP.1908.A, 001282 yang merupakan dokumen 
kayu milik terdakwa di mana jumlah kayu yang tercantum 
sebanyak 837 keping, sedangkan petugas Kepolisian pada 
saat menemukan kayu milik terdakwa tersebut dan setelah 
dilakukan penghitungan oleh petugas BP2HP pada  tanggal 
11 Maret 2008 ternyata hanya berjumlah 587 batang/ 
keeping, sehingga terjadi selisih sebanyak 250 batang, maka 
berdasarkan Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang 
Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan, maka hasil hutan tersebut tidak mempunyai 
surat-surat yang sah sebagai  bukti; 
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- Bahwa benar apabila berdasarkan Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor: P 55/MENHUT-II/2006 tanggal 29 
Agustus 2006 maka perbuatan terdakwa tersebut hanya 
dikenakan saksi Administrasi saja, akan tetapi karena 
terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3)  huruf h Jo. 
Pasal 78 ayat (7)  Undang Undang Republik Indonesia 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka terdakwa 
dikenakan sanksi pidana; 
- Bahwa saksi memperlihatkan barang bukti yang 
diperlihatkan dipersidangan. 
1.6 Saksi NURCAHYANA 
Didepan Persidangan dibawah Sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada 
hubungan keluarga; 
- Bahwa benar saksi pernah sebagai Ahli oleh pihak 
Kepolisian dan membenarkan keterangan tersebut; 
- Bahwa benar saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil Pada 
Kantor Kehutanan sejak tahun 1987 sampai sekarang; 
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor Nomor: P 55/MENHUT-II/2006 tanggal 
29 Agustus 2006 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang 
berasal dari Hutan Negara dijelaskan bahwa dokumen hasil 
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hutan terdiri dari: 
a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB); 
b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) 
c. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO); 
- Bahwa benar kayu olahan tersebut sah apabila kayu tersebut 
dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya 
hasil hutan dalam hal ini yang dimaksud adalah Faktur 
Angkutan Kayu Olahan (FAKO); 
- Bahwa saksi benar pernah melihat FAKO dengan nomor 
seri UD.SP.1908.A, 001282 yang merupakan dokumen 
kayu milik terdakwa dimana jumlah kayu yang tercantum 
sebanyak 837 keping/batang, sedangkan petugas Kepolisian 
pada saat menemukan kayu milik terdakwa tersebut dan 
setelah dilakukan penghitungan oleh Petugas BP2HP pada 
tanggal 11 Maret 2008 ternyata hanya berjumlah 587 
batang/keeping, sehingga terjadi selisih sebanyak 250 
batang, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 50 ayat (3)  
huruf h Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka hasil hutan tersebut 
tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti: 
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor: P 55/MENHUT-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 
maka perbuatan terdakwa tersebut hanya dikenakan sanksi 
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Administrasi saja, akan tetapi karena terdakwa didakwa 
berdasarkan Pasal 50 ayat (3)  huruf h Jo.Pasal 78 ayat (7) 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan maka terdakwa dikenakan sanksi 
Pidana; 
Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa; 
Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa 
pada pokoknya menerangkan sebagai: 
KETERANGAN TERDAKWA 
Terdakwa FIRDAUS BADDU, 
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan 
didepan Kepolisian dan tetap pada keterangannya tersebut; 
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Januari 2008 
sekitar jam 02.00 wita, Tim Resmob Polda Sulsel pada saat 
melakukan penyelidikan terhadap peredaran hasil hutan di 
Kabupaten Barru,  
- Bahwa benar setelah dialkukan penghitungan, dan dari 
kehutanan dan hasil atau jumlah kayu tersebut sebanyak 
700 batang, sedangkan di dalam FAKO sebanyak 883 
batang/ keeping; 
- Bahwa benar setelah dialkukan penghitungan, selanjutnya  
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diperiksa surat-suratnya, ternyata dokumen Faktur Kayu 
Olahan No. SeriUD.SP.1908.A.001282 dengan masa 
berlaku 14 Januari sampai dengan 22 Januari 2008 
tercantum jumlah kayu sebanyak 837 keping/ batang, 
sehingga antara surat/ dokumen kayu dengan fisik kayu 
terdapat perbedaan; 
- Bahwa benar kayu milik terdakwa berasal dari Kabupaten 
Kutai Timur Propinsi Kalimntan Timur dengan diangkut 
oleh Kapal KLM. Kurnia dan pada saat petugas Kepolisian 
berada di Dusun Awarange di mana kayu ditemukan kapal 
yang mengangkut sudah tidak ada lagi; 
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang 
diperlihatkan dipersidangan: 
 Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah 
mengajukan barang bukti berupa: 
- 2 (dua) lembar FAKO Nomor Seri: UD.1908.A.001282; 
- 2 (dua) lembar DHHKO No.282/DHH/SP/XII/2008 tanggal 12-01-
2008 
- Uang hasil pelelangan kayu sebanyak Rp.33.336.278,92,- 
 Menimbang, bahwa apakah dengan keterangan para saksi, terdakwa, surat 
dan barang bukti di atas, terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang 
didakwakan; 
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 Menimbang, bahwa  seseorang  baru dapat dikatakan bersalah  melakukan   
perbuatan pidana seperti apa yang dicantumkan dalam surat dakwaan apabila 
semua unsur pasal yang didakwakan terpenuhi oleh terdakwa; 
Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa penuntut umum dalam perkara ini 
merupakan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h 
Jo.Pasal 78 ayat (7) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 
yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 
1. Setiap orang. 
2. Dilarang mengangkut, menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi 
bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan 
Ad. 1 Unsur “Setiap orang” 
Menimbang bahwa maksud setiap orang adalah ditujukan kepada siapa 
saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan 
perbuatan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya; 
Menimbang, bahwa didepan persidangan penuntut umum telah 
mengajukan terdakwa, Firdaus Beddu yakni seorang manusia selaku subjek 
hukum yang identitasnya cocok dan sesuai dengan yang tercantum dalam surat 
dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM- /Mks/Ep.2/07/2008 tanggal 11 
Agustus 2008, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabkan pidana 
atas perbuatan yang dilakukannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf dan 
pembenar atas perbuatannya; 
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Menimbang,  bahwa atas pertimbangan fakta di atas,  unsur ini telah dapat 
dipenuhi oleh terdakwa, dengan demikian unsur ad.1 telah terpenuhi dan 
terbukti; 
Ad. 2 Unsur “Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil 
hutan yang tidak dilengkapi hasil hutan bersama-sama dengan 
surat keterangan sahnya hasil hutan”  
Menimbang, bahwa unsur ini mengandung perbuatan hukum yang bersifat 
alternative, artinya tidak perlu semuanya perbuatan itu harus dibuktikan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa, didapat fakta hukum yaitu ketika saksi Nurchaya dkk melakukan 
penyelidikan peredaran hasil hutan ditemukan sekitar perairan Awarange Desa 
Batu Pute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan 
tumpukan kayu ulin di dalam laut sebanyak 587 batang kayu dan oleh terdakwa 
diakui sebagai miliknya, setelah dicocokkan dengan dokumen Faktur Angkutan 
Kayu olahan Nomor US.SP 1908.A.001282, jumlah kayu adalah 837 batang 
terdapat perbedaan Pisik kayu sebanyak ± 250 batang kayu yang tidak sesuai 
dengan dokumen yang menyertainya; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim 
menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ad 2 di atas; 
Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas 
semua unsur yang terkandung dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat 
(7) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan telah terpenuhi, 
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maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer; 
Menimbang, bahwa pemberian pidana ini tidaklah dimaksudkan sebagai 
balas dendam atas diri terdakwa, akan tetapi merupakan pelajaran baginya bahwa 
apa yang dilakukannya sangat bertentangan dengan hukum dan Undang Undang; 
Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan 
dijatuhkan terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan maupun yang meringankan: 
Hal-hal yang memberatkan: 
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahan 
dalam pemberantasan tindak pidana illegal loging , 
Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa belum pernah dihukum. 
- Terdakwa sopan di depan persidangan. 
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. 
Menimbang bahwa pidana sebagaimana terurai dalam amar Putusan, 
dinilai Majelis Hakim sudah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;  
Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, 
maka ia harus membayar biaya perkara; 
Menimbang, bahwa  barang  bukti  dalam  perkara  ini ditetapkan  seperti 
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 disebutkan dalam amar putusan; 
Memperhatikan  pasal-pasal,  dan perundang-perundangan  serta peraturan  
lain yang bersangkutan; 
c. Amar Putusan 
Majelis hakim dalam putusannya telah mengadili terdakwa sebagai berikut:  
 
M E N  G  A D I L I 
1. Menyatakan Terdakwa Firdaus Beddu terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut, 
menguasai atau memiliki  hasil hutan yang tidak dilengkapi 
bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; 
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara kepada 
terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda 
sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ; 
3. Menentukan bahwa apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa 
diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan kurungan; 
4. Menetapkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan; 
5. Menetapkan barang bukti: 
- (dua) lembar FAKO Nomor: UD.SP. 1908.A.001282; 
- (dua) lembar DHHKO No.282/DHH/SP / XII/2008 tgl 12-12-
2008, tetap terlampir dalam berkas perkara; 
- Uang hasil pelelangan kayu sebanyak Rp.33.336.278,92,-  
dirampas untuk negara  
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- 
(seribu rupiah). 
Demikianlah diputuskan pada hari rabu tanggal 20 mei 2009 dalam rapat 
musyawarah Majelis Hakim ZAINURI, SH, Selaku Hakim Ketua, H.YULMAN, 
SH. MH. Selaku Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka 
untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 oleh Hakim Ketua, 
didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSDALIFAH 
MUSLIMIN, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penasehat Hukum 
terdakwa dan terdakwa; 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Nathan Lambe’ 
Hakim pengadilan Negeri Makassar yang menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri 
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berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah 
hukumnya atau Pengadilan Negeri karena didaerah hukumnya terdakwa bertempat 
tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan ditahan, hanya 
berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman saksi 
yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat 
kedudukan pengadilan negeri yang di dalamnya daerhanya tindak pidanan itu 
dilakukan, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas  maka Pengadilan Negeri 
Makassar berwenang mengadili  perkara tindak pidana kehutanan mengangkut, 
menguasai atau memiliki  hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan 
surat keterangan sahnya hasil hutan dengan tersdakwa Firdaus Beddu, lebih lanjut 
bapak Nathan Lambe’ menjelaskan  didalam memeriksa dan mengadili suatu 
perkara Hakim berdasarkan atas dakwaan dan tuntutan penuntut umum dan fakta-
fakta yang terungkap di persidangan kemudian bahan tersebut menjadi bahan 
pertimbangan untuk menjatuhkan Putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 
50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang kehutanan. Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan, kemudian majelis berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan 
meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. 
Pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. 
Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi 
dasar untuk menghapus pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf ataupun 
pembenar. Namun dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar 
untuk menghapus pidana atas diri terdakwa. Oleh kerena itu menyatakan harus 
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dapat memepertanggungjawabkan perbuatannya. Pada perkara ini putusan yang 
dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dari tuntutan 
Penuntut umum, hal ini disebabkan karena Majelis Hakim mempertimbangkan 
atas hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut: 
- Terdakwa mengakui perbuatannya 
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan 
- Terdakwa belum pernah dihukum. 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan disertai fakta-fakta yang  
terungkap di persidangan Majelis melakukan musyawarah lalu menjatuhkan 
putusan. 
2. Pertimbangan Hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan 
Pemidanaan Pada Perkara No.1083/PID.B/2008/PN.MKS    
 Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara pidana, Majelis 
Hakim melakukan beberapa pertimbangan yuridis. Pertimbangan-pertimbangan 
yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling 
penting dalam putusan hakim apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi dan 
sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 
Pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar 
terhadap amar putusan Majelis Hakim. 
 Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan 
dipertimbangkan Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan 
menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konkulsif 
kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang 
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diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam 
persidangan berorientasi pada bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak 
langsung dari perbutan terdakwa serta barang bukti apa yang dipergunakan 
terdakwa dalam suatu tindak pidana. 
 Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Bapak 
J.J.H. Simanjuntak yang mengatakan bahwa Putusan Majelis Hakim adalah hasil 
suatu proses hukum, yang dimulai dari Berkas Perkara hasil Penyidikan Penyidik, 
kemudian serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, yang oleh Jaksa Penuntut 
Umum dibuatkan Surat dakwaan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan untuk 
diperiksa dan diadili. Berdasarkan hal tersebut maka proses penyidikan yang 
benar akan mempermudah Jaksa untuk membuat dakwaan dan membuktikannya 
didepan persidangan, selanjutnya Bapak J.J.H Simanjuntak mengatakan bahwa 
Putusan Majelis Hakim tidak terlepas dari Berkas Perkara yang dibuat oleh 
Penyidik, Dakwaan serta Tuntutan Jaksa Penuntut  Umum maka secara Yuridis 
dan moril Penyidik, Jaksa Penuntut Umum turut bertanggungjawab atas suatu 
Putusan Majelis Hakim. Menurut Bapak J.J.H. Simanjuntak putusan Majelis 
Hakim akan mewujudkan Rasa Keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat apabila 
ketiga unsur penegak hukum yaitu Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim 
dalam melakukan penegakan hukum benar-benar  profesional dan independen. 
 Selanjutnya Bapak J.J.H Simanjuntak menguraikan sebelum Majelis 
Hakim menjatuhkan Putusan Nomor 1083/PID.B/2008/PN.MKS sebagai berikut: 
- Penyidik Melimpahkan berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum; 
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- Penuntut berdasarkan berkas Perkara tersebut membuat Surat 
dakwaan selanjutnya melimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa dan 
diadili; 
- Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara tersebut 
berdasarkan Berkas Perkara yang telah dibuat oleh Penyidik; dalam 
persidangan maka Jaksa Penuntut umum wajib membuktikan 
Dakwaan yang telah dibuat; 
- Alat Bukti yang terungkap didepan persidangan dan barang bukti yang 
ada kemudian dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum,   
- Dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu berdasarkan alat bukti 
yang terungkap di depan persidangan. 
- Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim didasarkan pada 
pertimbangan, bagaimana modus operandi, motif tersebut dilakukan 
dan adanya hal-hal yang membertakan dan meringankan terdakwa. 
 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut 
kemudian diperoleh fakta-fakta untuk selanjutnya di musyawarahkan oleh Majelis 
Hakim untuk menjatuhkan putusan. Selama pemeriksaan di persidangan pada diri 
terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pertanggung jawaban pidana dan 
alasan pembenar bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dengan 
demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas 
perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya 
tersebut. 
Pada perkara no.1083/Pid.B/2008/PN MKS, Majelis Hakim memutuskan 
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bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki, 
mengangkut, menguasai  hasil hutan tanpa disertai dengan surat keterangan 
sahnya hasil hutan berdasarkan pasal 50 ayat (3) huruf h Jo.Pasal 78 ayat (7) 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah 
diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004. 
2. Komentar Penulis 
1. Penerapan Hukum Pidana Materil oleh Hakim terhadap pelaku 
Tindak Pidana Kehutanan dalam Putusan Nomor : 1083 / Pid.B / 
2008 / PN.MKS.  
 
Salah satu tolok ukur proses Penegakan hukum adalah bagaimana 
penerapan sanksi pidana, salah satu peran penegak hukum adalah  
mengaktualisasikan norma-norma hukum sehingga bisa terwujud dalam budaya 
hukum masyarakat sebagai suatu kontrol sosial masyarakat. Dalam mengungkap 
suatu perkara pidana aparat penegak hukum sangat tergantung pada alat bukti dan 
barang bukti yang dapat diungkap, untuk pembuktian dipersidangan. Sering suatu 
perkara pidana tidak dapat diungkap karena tidak adanya barang bukti dan tidak 
adanya saksi yang dapat memberikan keterangan yang diperlukan sehingga aparat 
penegak hukum khususnya penyidik sulit untuk menentukan tersangkanya. 
Menurut Bapak Faat Rudhianto Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian 
Kehutanan pada Kantor Balai besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi 
selatan yang penulis wawancarai menyatakan bahwa, barang bukti tindak pidana 
kehutanan relative mudah untuk diungkap apabila aparat penegak hukum dapat 
bekerja dengan cepat dan professional karena barang buktinya agak susah untuk 
dihilangkan khususnya apabila terkait dengan kawasan hutan, dan apabila terkait 
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dengan hasil hutan maka memerlukan sarana alat angkut yang memadai serta 
butuh waktu untuk memindahkannya. 
 Dalam menjatuhkan putusan pidana, Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di peridangan. 
Pada perkara ini Penutut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal, 
yang dijadikan Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan. Adapun jenis-jenis 
dakwaaan  dan pembuktiannya menurut bapak J.J.H. Simanjuntak yang penulis 
wawancara menyatakan dakwaan dibagi menjadi 5 berdasarkan sistim 
pembuktiannya yaitu:      
1. Dakwaan tunggal yaitu, hanya memuat tindak pidana yang didakwakan 
kepada terdakwa, yakni melanggar ketentuan pasal tersebut. 
2. Dakwaan Kumulatif, yaitu banyak dakwaan atau banyak 
pelanggaran(banyak pasal). 
3. Dakwaan alternatif, ada beberapa dakwaan, tetapi hanya satu yang 
harus dibuktikan sesuai dengan alat bukti yang terungkap 
dipersidangan. 
4. Dakwaan subsidaritas (bersusun/berlapis), yaitu dakwaan primer (yang 
harus dibuktikan terlebih dahulu atau dari segi ancaman pidana) dan 
dakwaan susidair (apabila dakwaan primer tidak terbukti maka 
dakwaan susidair harus dibuktikan). Perkara yang sama tidak bisa 
dilakukan.  
5. Dakwaan gabungan (kombinasi) dari dakwaan komulatif, dakwaan 
alternative, dan dakwaan subsidaritas. 
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Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap putusan PN. 
No. 1083/Pid.B/2008/PN Makassar bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh 
penuntut umum telah didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal : 
- Melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h  Jo Pasal 78 ayat ( 7 ) Undang-
Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. 
Oleh karena terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum melanggar 
pasal-pasal yang telah di sebutkan di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum 
tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana 
yang didakwakan. Surat dakwaan penuntut umum merupakan dakwaan tunggal, 
yaitu melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat ( 7  ) UURI 
nomor 41 tentang kehutanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut  
1) Setiap orang. 
2) Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang 
dilengkapi atau bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil 
hutan. . 
Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” : 
Menimbang bahwa yang dimaksudkan “setiap orang”  adalah ditujukan 
kepada siapa saja sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, 
yang melakukan perbuatan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan 
kepadanya; 
Menimbang, bahwa didepan persidangan penuntut umum telah mengajukan 
terdakwa, Firdaus Beddu yakni seorang manusia selaku subyek hukum yang 
identitas dirinya cocok dan sesuai dengan  perbuatan yang dilakukannya dan tidak 
ada alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatannya; 
Menimbang, bahawa atas pertimbangan di atas, unsur ini telah dapat dipenuhi 
oleh terdakwa, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum; 
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Ad. 2. Unsur “Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan 
yang tidak dilengkapi atau  bersama-sama dengan surat keterangan sahnya 
hasil hutan” :  
Menimbang, bahwa unsur ini mengandung perbuatan yang bersifat alternatip, 
artinya tidak perlu semuanya perbuatan itu harus dibuktikan; 
Bahwa  berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka setiap perbuatan hukum 
berupa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan harus dilengkapi atau 
disertai dengan surat keterangan surat keterangan sahnya hasil hutan. 
Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang 
diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang disumpah dan 
keterangan terdakwa, dan barang bukti didapat fakta hukum yaitu ketika saksi 
Nurcahaya dkk melakukan penyelidikan peredaran hasil hutan sekitar perairan 
Awarange desa Batu Pute Kecamatan Soppeng riaja Kabupaten Barru Propinsi 
Sulawesi Selatan menemukan tumpukan kayu ulin didalam laut sebanyak 587 
batang kayu dan oleh terdakwa diakui sebagai milkinya, setelah dicocokkan 
dengan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan No.UD.SP 
1908.A.001282,jumlah kayu adalah 837 batang terdapat perbedaan sebanyak 250 
(dua ratus lima puluh) batang yang tidak   dengan dokumen yang menyertainya. 
Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secarah sah dan 
meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 50 
ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat ( 7 )UURI No. 41 tahun 1999 tentang 
Kehutanan. 
 Penuntut umum berpendapat bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur setiap orang dilarang 
mengangkut, atau menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi 
bersama-sama dengan surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Pasal 50 ayat (3) 
huruf  h Jo Pasal 78 ayat (7)  UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan 
menuntut supaya Majelis Hakim mengadili perkara ini agar memutuskan : 
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1. Menyatakan terdakwa Firdaus Beddu bersalah melakukan tindak pidana 
“mengangkut, atau menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak 
dilengkapi bersama-sama dengan surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan “ 
sebagaiman diatur dalam pasal 50 ayat ( 3 ) huruf h Jo Pasal 78 ayat ( 7 ) 
Undang-Udang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Firdaus Beddu oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun penjara.  
Denda sebesar Rp. 100.000,- ( seratus juta rupiah ).bulan kurungan. 
Menyatakan barang bukti berupa : 
- 2 ( dua ) lembar FAKO Nomor UD.SP.1908.a.001282; 
- 2 ( dua ) lembar DHHKO No.282/DHH/SP/XII/2008 tgl.12-01-
2008 Tetap terlampir dalam berkas perkara 
Uang hasil pelelangan kayu sebesar Rp. 33.336.278,92.-dirampas untuk 
Negara. 
3. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 
1000 ( seribu rupiah ) 
Subsidair 1 ( satu )  selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 
5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut 
tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan 
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-
terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 
5. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan 
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6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 
(seribu rupiah) 
Putusan Majelis Hakim. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan 
Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim yang mengadili perkara  
menjatuhkan saksi pidana yang lebih ringan. Dalam menjatuhkan saksi pidana 
Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan terdakwa sebagai berikut: 
Hal-hal membertakan terdakwa: 
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam 
pemberantasan tindak pidana illegal loging 
Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa belum pernah dihukum. 
- Terdakwa sopan di depan persidangan. 
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Penerapan hukum materil oleh hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Kehutanan dalam Putusan Nomor: 1083/ Pid.B/ 2008 / PN.MKS, 
sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu 
mulai dari adanya, dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum 
hingga pada putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Sanksi 
dalam tindak pidana Kehutanan sangat bergantung pada peran penegak 
hukum. Apabila hakim secara objektif menilai dan dan menganalisa 
perkara tersebut, maka penerapan hukum akan objektif pula, sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula 
Penyidik, Jaksa Penuntut, jika mampu menghadirkan barang bukti dan 
alat bukti yang cukup di pengadilan maka akan memberikan shock 
therapy kepada para pelaku tindak pidana Kehutanan lainnya.       
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pada perkara pidana 
nomor 1083/ Pid.B/ 2008/ PN.MKS kepada terdakwa didasarkan pada 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
sebagaimana telah dirubah berdasarkan Undang-undang Nomor 19 
Tahun 2004. Berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim telah  
memeriksa barang bukti, saksi-saksi, ahli, dan terdakwa sehingga 
didapatkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan 
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pengakuan terdakwa serta petunjuk yang didapatkan dari barang bukti 
surat. Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan surat 
dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum untuk dijadikan dasar 
dalam menjatuhkan putusan. Pada perkara ini putusan Majelis Hakim 
lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum karena adanya 
beberapa hal yang meringankan dan memberatkan. Putusan yang 
dijatuhkan oleh majelis Hakim ini, secara normative telah memenuhi 
tujuan Undang-undang, dalam rangka mengupayakan efektifitas 
pemidanaan. 
B. Saran 
1. Sebaiknya kinerja dari aparat penegak hukum dalam mengungkap dan 
menghadirkan barang bukti dan alat bukti pada proses peradilan lebih 
ditingkatkan agar penjatuhan pidana kepada terdakwa setimpal dengan 
kejahatan yang dilakukannya. 
2. Sebaiknya dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga 
mempertimbangkan agar putusan tersebut dapat juga memenuhi asas 
keadilan bagi masyarakat dan dapat mencegah berulangnya kembali 
suatu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang yang sama. 
3. Sebaiknya pemerintah dapat memberikan penghargaan dan jaminan 
keamanan kepada orang atau badan hukum yang berjasa dalam 
mengungkap kasus tindak pidana Kehutanan agar masyarakat lebih 
termotivasi untuk mengambil peran dalam dalam pencegahan Tindak 
pidana Kehutanan. 
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